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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding

dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK: <No.NIK> kelahiran Kebumen, 30 September 1988

(umur 33 tahun), agama ° Islam, pendidikan
SLTA/Sederajat, pekerjaan ' Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal
ini telah memberikan kuasa kepada Yaya Taryana,
S.H, M.H. dan Eddy Prakoso, S.H.,,
Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Firma
Hukum Yaya Taryana, S.H., M.H. & Partners,
beralamat di Jalan Panatayuda, Nomor 51 A,
Kelurahan ~ Nagasari, Kabupaten = Karawang,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober
2022 yang terdaftar pada register Pengadilan Agama
Karawang Nomor: 2178/KS/XI/PA.Krw tanggal 03
November = 2022, semula = sebagai  Pemohon

sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, NIK: <No.NIK> kelahiran Karawang, 21 Desember 1988

(umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal
ini telah memberikan kuasa kepada Otang, S.H.,
M.H., Agus Supriadi, S.H. dan Hasan Mu’min, S.H.,
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para Advokat pada Kantor Advokat “OTANG, S.H.,
M.H., & Rekan,” beralamat di Jalan Pakuncen, No.
11, RT. 002, RW. 007, Desa Sukaharja, Kecamatan
Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang,
berdasarkan surat kuasa kusus yang terdaftar pada
register _Pengadilan - Agama Karawang Nomor:
1870/KS/XI/PA.Krw tanggal 15 November 2022,
semula sebagai Termohon - sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal
20 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izink kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding)

di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

2.  Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa:
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1.1. Nafkah madiyah seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah);

1.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);

1.3. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam
juta rupiah);

yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar

talak diucapkan;

Menetapkan sebuah kendaraan roda dua berupa sepeda Motor merk

Yamaha N MAAX, warna abu-abu, STNK Nomor Polisi. T Nopol RD,

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Rekonvensi;

Menetapkan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi berhak atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam

dictum angka 3 (tiga) tersebut, untuk Penggugat Rekonvensi % (satu

perdua) bagian dan untuk Tergugat Rekonvensi Y% (satu perdua)

bagian;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian

Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam dictum angka 4 (empat)

dan apabila tidak dapat membagi dan menyerahkan secara Natura dan

secara kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui

Kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian

masing-masing;

Menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan

Tergugat Rekonvensi:

6.1. Kepada S sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

6.2. Kepada AS (sisa hutang) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah);

Seluruhnya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
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7. Menetapkan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi berkewajiban untuk membayar hutang bersama
sebagaimana tersebut dalam dictum angka 6 (enam) kepada yang
berhak, kewajiban Penggugat Rekonvensi % (satu perdua) bagian dan
kewajiban Tergugat Rekonvensi ¥z (satu perdua) bagian;

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi - dan Tergugat Rekonvensi
berkewajiban untuk membayar hutang bersama sebagaimana dalam
dictum angka 6 (enam) dengan kewajiban sebagaimana tersebut dalam
dictum angka 7 (tujuh) kepada yang berhak;

9. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi tentang putusan serta
merta (Uitvoerbaar bij voorraad);

10. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya,

tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua

ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut
sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal
03 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan’ Agama Karawang,
selanjutnya permohonan banding tersebut telah  diberitahukan kepada
Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 11
November 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03
November 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori
Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Krw dan telah diberitahukan kepada Terbanding
pada tanggal 11 November 2022, pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
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2. Menetapkan Nafkah Madiyah sesuai kemampuan Pembanding sebesar
Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) x 5 Bulan
Rp9.000.0000,00 (Sembilan Juta Rupiah), berdasarkan pendapatan gaji
Pembanding bulan ini;

3. Menetapkan Nafkah Iddah (termasuk didalamnya Kiswah) sesuai
kemampuan Pembanding sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
berdasarkan pendapatan gaji Pembanding bulan ini;

4. Menetapkan ~Mut’ah sesuai kemampuan  Pembanding sebesar
Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) x 36 Bulan
Rp21.600.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah),
berdasarkan pendapatan gaji Pembanding bulan ini;

5. Menolak Hutang bersama sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh
Juta Rupiah), ditanggung Pembanding (satuperdua);

6. Menolak Hutang bersama sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta
Rupiah), ditanggung Pembanding (satuperdua);

7. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang, dalam Perkara
Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. Tanggal 20 Oktober 2022;

8. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et

Bono).

Bahwa terhadap Memori' Banding tersebut, Terbanding telah
mengajukan - Kontra - Memori Banding tertanggal 22 November 2022
sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang
dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw.-dan telah diberitahukan kepada Pembanding
pada tanggal 24 November 2022, pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut;

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding

untuk seluruhnya,;
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Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk
seluruhnya;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang, dalam Perkara
Cerai Talak Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 20 Oktober
2022;

Menghukum Pembanding untuk-membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara.ini.

Dalam Konvensi

1.

Mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon
Konvensi, asalkan terlebih dahulu Pemohon  Konvensi memenuhi
kewajiban memberikan nafkah akibat perceraian kepada Termohon
Konvensi, dan membagi harta bersama serta membayar hutang
bersama sewaktu pernikahan;

Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk
menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di
depan sidang Pengadilan Agama Karawang, setelah Pemohon
Konvensi memenuhi kewajiban memberikan nafkah akibat perceraian
kepada Termohon Konvensi, dan membagi harta bersama serta

membayar hutang bersama sewaktu pernikahan;

Dalam Rekonvensi

1.

Mengabulkan = Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat

Rekonvensi seluruhnya,

Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan ~nafkah akibat

perceraian kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

2.1 Madiyah, terhitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan adanya
Putusan Pengadilan-yang berkekuatan hukum tetap atas perkara
ini, yang perbulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah);

2.2 lddah, selama 3 (tiga) bulan x per bulannya sebesar
Rp15.000.000,00 totalnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima

juta rupiah);
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2.3 Mut’ah, berupa uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima
juta rupiah);

2.4 Kiswah, dan Maskan selama masa Iddah sebesar Rp45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah).

Menyatakan Harta-harta tersebut dibawah ini, sebagai Harta Bersama

milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, berupa:

3.1 Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak
di Kabupaten Karawang;

3.2 (satu) unit Apartemen di Apartement Urban Town Tower 1 Lantai
XX Unit 17 B Type Studio A Kabupaten Karawang; 1 (satu) unit
Mobil merk  Toyota/tahun 2015, model yaris 1.5 S A /T, warna
merah Mica Met, Nomor-Rangka: MHFKT9F31F60 XXXXX, Nomor
Mesin: INZZ1XXXXX, Nomor Polisi T XXXX EK;

3.3 - 1 (satu) unit Motor merk Yamaha N MAAX, warna Abu abu, STNK
Nomor Polisi T Nopol RD.

Menyatakan seperdua dari harta bersama tersebut adalah milik

Penggugat Rekonvensi dan seperduanya lagi adalah milik Tergugat

Rekonvensi;

Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Rekonvensi untuk membagi Harta Bersama tersebut diatas secara

natural, namun apabila tidak dapat dibagi secara natural maka dapat

dibagi dengan cara di lelang terlebih dahulu, seperdua dari hasil lelang
diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan seperduanya untuk

Tergugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan seperdua harta

bersama tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menyatakan sah dan berharga Sita Marital terhadap Harta Bersama

sebagaimana tersebut diatas;

Menyatakan Hutang-Piutang tersebut dibawah ini, sebagai Hutang

Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yakni;
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8.1 Hutang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
kepada Ibu S, dipergunakan untuk Renovasi rumah di Perum
Karaba Kabupaten Karawang;

8.2 Hutang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada
Bapak AS, dipergunakan untuk Pembayaran uang muka 1 (satu)
unit Mobi merk Toyota/tahun 2015, model yaris 1.5 S A /T, warna
merah Mica Met, Nomor Rangka: MHFKT9F31F60 XXXXX, Nomor
Mesin: INZZ1XXXXX, STNK Nomor Polisi T Nopol EK,

9. Menyatakan seperdua dari hutang bersama tersebut diatas, adalah
kewajiban utang yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan
seperduanya lagi adalah kewajiban utang yang harus dibayar oleh
Tergugat Rekonvensi;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seperdua hutang
bersama yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi;

11. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainya dari Tergugat

Rekonpensi (Uitvoerbaar Bij Voorrtaad);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding semula Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 18 November 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk
memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw dan Pembanding telah melakukan inzage
sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 20 Oktober 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada

tanggal 16 November 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk
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memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal
20 Oktober 2022; ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
W10-A/3887/Hk.05/X11/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang menerangkan
bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Karawang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 20 Oktober 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding
pada tanggal 03 Nonember 2022 yang dikirim Pengadilan Agama Karawang
dengan ‘Surat Pengantar Nomor W.10-A7/3206/Hk.05/XI/2022 tanggal 30
November 2022 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 08 Desember 2022 yang
tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan @ kuasa
Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan
Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang
ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di
Jawa dan_ Madura, maka permohonan banding Pemohon/Pembanding

a quo secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan

banding;
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Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dan  Termohon/
Terbanding pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasakan kepada
kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa
persyaratannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7
Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan memiliki legal standing

untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim  Tingkat Banding
mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan
banding terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik,
Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan
Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 20 Oktober
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 Hijriah,
memori banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding

mempertimbangkan sebagai berikut:
DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan
Agama Karawang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak
berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil,
selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya
perdamaian melalui mediasi dengan mempedomani ketentuan PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 yang berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis
Hakim menunjuk Drs. H.- Mohd. Abdu A. Ramli namun berdasarkan Laporan
Hasil Mediasi tanggal 18 Agustus 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil,
karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk

memproses perkara a quo secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon/

Pembanding agar Pengadilan Agama Karawang memberi izin untuk
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menjatuhkan talak satu raji Pemohon/Pembanding (Pembanding) kepada
Termohon/Terbanding (Terbanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama
Karawang beserta alasan- alasannya Majelis Hakim Pengadilan Agama
Karawang berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon/
Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh

karena itu permohonan Pemohon/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Karawang sebagaimana tersebut di atas dapat
disetujui’ dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan
sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam
memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Karawang didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan,
baik fakta yang yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun
dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian
Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo
bahwa terhadap alasan cerai Pemohon/Pembanding, Termohon/Terbanding
pada pokoknya mengakui. adanya pertengkaran namun -Termohon/
Terbanding membantah tentang penyebab perselisihnan dan pertengkaran
antara Pemohon/Pembanding dan  Termohon/Terbanding ~sebagaimana

dalam posita permohonan Pemohon/Pembanding angka 7 dan 8;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi-baik yang diajukan
Pemohon/Terbanding - maupun Termohon/Terbanding telah memberikan
keterangan yang bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding
dan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022
dan selama ini sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri yang

harmonis;
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Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu
diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan
kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat
umum, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa,
tidak saling menghiraukan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat
tinggal bersama antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding
dan salah satu pihak sudah tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam
rumah tangganya sesuai abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor
379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa “Bilamana
suami-isteri yang sudah tidak bersedia satu sama lain lagi dan tidak ada
harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah
terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa merupakan perbuatan
sia-sia belaka dan akan menimbulkan madarat dan penderitaan yang
berkepanjangan bagi kedua belah pihak jika kondisi rumah tangga yang

sudah sedemikian retak dan pecah (broken marriage) tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushthafa
bin Husain as Siba’y dalam kitabnya Al Mar’atu bainal Fighi wal Qonuni
halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat
sendiri. Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa “Sesungguhnya kehidupan
suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran.
Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan
anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat
yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling
berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu
besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih-baik adalah dengan mengakhiri
hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyediakan bagi mereka
pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu
diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-
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pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 20019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh
karena itu Putusan. Majelis Hakim "Pengadilan Agama Karawang yang
mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak

satu raj’i kepada Termohon/Terbanding dapat dikuatkan.

DALAM REKONVENSI
Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan atas eksepsi Tergugat Rekonvensi
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang halaman 58 dalam putusan
tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga
pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis
Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian maka diktum -atas eksepsi

tersebut harus dikuatkan;
Dalam Pokok Perkara
A. Hak Penggugat Rekonvensi Akibat Cerai Talak.

Menimbang, bahwa Penggugat = Rekonvensi/Terbanding dalam
jawabannya telah ‘mengajukan atas hak-haknya sebagai Penggugat
Rekonvensi/Terbanding dalam perkara Cerai Talak berupa tuntutan atas
Nafkah Madiyah, Nafkah lddah, Mut’ah, Kiswah dan-Maskan sebagaimana
terurai dalam gugatannya tersebut dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi/
Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan

pertimbangan sebagai berikut:
Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding
masalah Nafkah Lampau selama 5 bulan (sejak bulan Mei 2022) sejak
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mereka berpisah rumah sampai perkara ini diputus pada tingkat pertama
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat
Rekonvensi/Pembanding menolak atas tuntutan tersebut, karena selama
berpisah Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih memberikan nafkah
kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan
Agama Karawang dalam putusannya  telah. mempertimbangkan dengan
diktum Tergugat Rekonvensi/Pembanding berkewajiban membayar Nafkah
Lampau selama 5 (lima bulan) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat
Banding - sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut dan selanjutnya diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan
pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara a quo
tidak ditemukan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding
bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memberikan atau mengirim
uang kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama Penggugat
Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding berpisah
rumah, karena meskipun gugatan ini datangnya dari ‘Penggugat
Rekonvensi/Terbanding akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak
dapat dibebankan bukti karena tuntutan ini bersipat negatif dan tuntutan yang
bersipat negatif wajib bukti harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/
Pembanding, oleh karena Tergugat rekonvensi/Pembanding tidak dapat
membuktikan bahwa selama berpisah rumah dengan Penggugat
Rekonvensi/Terbanding - telah memberikan nafkah kepada Penggugat
Rekonvensi/Terbanding, sehingga harus dinyatakan Tergugat Rekonvensi/
Pembanding mempunyai -hutang Nafkah Lampau selama 5 (lima) bulan
yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Nafkah lddah
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding
masalah Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

setiap bulannnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
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Agama Karawang sebagaimana terurai pada putusan halaman 81 dengan
mengabulkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
belas juta rupiah), dalam gugatan a quo Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan dasar hukum kewajiban memberi Nafkah Iddah dan
besarnya Nafkah Iddah tersebut, dengan pertimbangan bahwa nafkah pada
masa iddah hanya sampai selama 3 (tiga) bulan dan masih merupakan
kewajiban bagi mantan suami untuk memberi- nafkah kepada mantan
isterinya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam
dan nafkah “ini disesuaikan dengan penghasilannya bukan dengan
kesanggupannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam,
Majelis' Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan penghasilan Tergugat
Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp17.000.000.00 ' (bukti PR.1) setiap
bulannya, maka wajar apabila Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum
memberi nafkah selama masa iddah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak
diucapkan;

Mut’ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding
tentang Mut’ah berupa uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima
juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Karawang -sebagaimana tercantum pada putusan halaman. 81 dengan
mengabulkan Mutah tersebut sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam
juta rupiah), dalam gugatan a' quo Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan
Agama Karawang dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis
Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai uang Mut’ah yang patut
dan wajar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pada
pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan kemampuan
finansial Tergugat Rekonvensi/Pembanding serta kewajaran sesuai
ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Mut’ah adalah

merupakan satu sistem jaminan agar isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya
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mempunyai biaya hidup yang bisa digunakan setidak-tidaknya selama satu
tahun atau yang bisa digunakan sebagai modal awal untuk suatu usaha, hal
ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaedah hukum bahwa
Mut’ah adalah nafkah iddah satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan
dalil dalam kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Karya Syekh Abu Zahrah,
halaman 334 yang berbunyi;

8aall oleli) day i 4885 o Aatia gl (5S5 a Lia ) e Jsaall asy alUall (1S13) A3

Artinya : Apabila terjadi Talak ba'dad-dukhul tanpa adanya kerelaan istri,
maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara
dengan nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa iddabh;

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mut’ah ini

berpatokan pada besarnya nafkah iddah tiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta

rupiah) sebagaimana pertimbangan nafkah iddah di atas, maka Terbanding
patut dihukum untuk memberi mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 x 12 =

Rp36.000.000,00 (tiga ‘puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat

Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding
masalah Kiswah dan maskan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
karena masalah maskan dan kiswah sudah inklusif ke dalam nafkah selama
masa iddah sebagaimana pendapat dalam kitab Al-Figh ala Al Mazahib Al
Arba’ah Juz IV halaman 576 yang berbunyi:

Mb. J\‘)AM} ;LJ ji U\S 3"); \;u_;) FEAVIOA| a-éj)ﬂ ‘—‘33 3321) daal| :J;\
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Artinya:  Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas
suami terhadap istri yang ditalak raj’i oleh suaminya, baik istri itu
termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang
dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan

makanan, pakaian dan tempat tinggal;
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Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam diktum putusan
Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai nafkah selama masa iddah
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sudah inklusif didalamnya
adalah masalah nafkah, kiswah dan maskan, oleh karena itu tuntutan
Penggugat Rekonvensi/Pembanding masalah kiswah dan maskan harus
ditolak;

B. Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menggugat harta
bersama berupa 1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan
rumah terletak di Perum Karaba Blok. GB. 3 No. XX Rt. XXX, Rw. XXX
Kebupaten Karawang. 2. 1 (Satu) Unit Apartemen di Apartemen Urban Town
Tower 1 Lantai XX Unit 17 B Type Studio A. Kabupaten Karawang. 3. 1
(satu) unit mobil merk Suzuki splash warna merah, STNK Nomor Polisi T
XXXX EK. 4. 1 (satu) unit mnotor merk Yamaha N.MAAx warna abu abu,
STNK ' Nomor Polisi T.XXXX RD.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat Rekonvensi/Terbanding
tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/
Terbanding ~masalah sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan
rumah terletak di Kabupaten Karawang, Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat karena gugatan - tersebut ' tidak -~menguraikan ukuran,
batas-batas dan luasnya, sehingga gugatan tersebut tidak jelas (obscure
libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard). Hal mana sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf e
yang menyatakan bahwa: “Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan
yang belum bersertifikat yang tidak-menguraikan ukuran, batas-batas, dan
luasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
Jo putusan Mahkamah Agung Rl No0.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April
1971,
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Menimbang, bahwa gugatan penggugat Rekonvensi/Terbanding
Tentang 1 (satu) unit Apartemen di Apartemen Urban Toiwn Tower 1 lantai
XX unit 17 B, Type Studio A, Kabupaten Karawang, sesuai bukti PR7, PR 8
dan PR 9 ternyata masih dalam kredit atau cicilan belum menjadi milik
sempurna masih tersangkut dengan pihak lain, sehingga harus dinyatakan
tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf
d yang menyatakan “gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih
diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung
sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan
atau obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding
masalah ‘1 (satu) mobil merk Suzuki Splash, warna merah, STNK Nomor
Polisi T Nopol EK, berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo dari
hasil keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding,
mobil tersebut telah dijual dan hasil penjualannya dibelikan dengan mobil
Yaris dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat mobil tersebut sudah
tidak ada, maka Majelis Makim Tingkat Banding berpendapat gugatan
Penggugat rekonvensi/Terbanding masalah 1 (satu) unit mobil Suzuki merk
Suzuki Splash harus dinyatakan tidak jelas, karena mobil tersebut sudah
tidak ada lagi, oleh karena gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi masalah 1 (satu)
unit sepeda motor merk Yamaha N MAAX, warna abu-abu, STNK Nomor
Polisi T Nopol RD Majelis Hakim Pengadilan- Agama Karawang dalam
putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum 1 (satu) unit motor
Merk Yamaha N.MAAX warna abu-abu, No. Polisi T Nopol RD, adalah
sebagai harta bersama antara Penggugat rekonvensi/Terbanding dan
Tergugat rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Agama Karawang tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi
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pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR. 6 dan keterangan saksi
dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding bahwa motor tersebut atas nama
Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan dimiliki pada tahun 2018, oleh karena
itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena motor tersebut dibeli
ketika Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan. Tergugat Rekonvensi/
Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah sehingga harus dinyatakan
sebagai harta bersama antara Penggugat rekonvensi/terbanding dan
Tergugat Rekonvensi/Pembanding sehingga putusan Pengadilan Agama
Karawang tersebut tentang gugatan 1 (satu) unit motor N MAAX No Polisi T
Nopol RD harus dikuatkan;

Hutang Bersama

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi masalah hutang
sebesar Rp80.000.000,00 (delapam puluh juta rupiah) kepada ibu Sugiarti
yang dipergunakan untuk renovasi rumah di Perum Karaba Kabupaten
Karawang, dan hutang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
kepada Bapak AS yang dipergunakan untuk pembayaran pelunasan 1 (satu)
unit mobol merk Suzuki Splash warna Merah No. Pol T Nopol EK, Tergugat
Rekonvensi/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya
pernyataan tuntutan tersebut tidak benar, karena sebenarnya rumah di
Perum Keraba sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bawaan
Tergugat  Rekonvensi/Pembanding,  karena keinginan dari ~orang tua
Penggugat Rekonvensi/Terbanding sendiri, yaitu Ibu S menawarkan
membiayai untuk merenovasi rumah _tersebut dan hutang sebesar
Rp60.000.000,00 (enam puluh ‘juta rupiah) kepada orang Penggugat
Rekonvensi/Terbanding yaitu-AS digunakan untuk pelunasan 1 (satu) unit
mobil merk Suzuku Splash juga tidak benar karena pelunasan mobil tersebut
bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk dipakai bersama-sama,;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding
tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah
mempertimbangkan dengan diktum Hutang sebanyak Rp110.000.000,00
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(seratus sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan hutang bersama antara
Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Reonvensi/Pembanding
dengan pertimbangan karena pinjaman tersebut dilakukan dalam masa
perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
pertimbangan tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan
benar dan sekaligus diambil alih--sebagai pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara-a quo dengan tambahan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo
walaupun -~ Tergugat - rekonvensi/Pembanding. membantah terhadap
penggunaan uang pinjaman tersebut akan tetapi pada pokoknya mengakui
memang ada peminjaman uang kepada Ibu Sugiarti dan bapak Adi Saputra
dan juga dikuatkan dengan bukti PR 4 dan PR 5 yang merupakan tanda
terima uang pinjaman tersebut yang diketahui oleh Tergugat Rekonvensi/
Pembanding sendiri yang walaupun dibantah bukti tersebut oleh Tergugat
Rekonvensi/Pembanding, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Pembanding
tidak dapat menyampaikan bukti bantahannya, sehingga bantahannya
tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun hutang tersebut dalam gugatan
berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi
hutang tersebut sudah dicicil sebanyak RP30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) dan hal ini diakui oleh bapak Adi Saputra, sehingga hutang tersebut
tinggal Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh-juta rupiah), oleh karena itu
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hutang sejumlah
Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada lbu S dan AS
merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan
Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding
sebagaimana terurai dalam momori bandingnya tersebut di atas, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut
merupakan pengulangan sebagaimana telah disampaikan dalam jawab

menjawab di Tingkat Pertama dan semua telah dipertimbangkan dengan

Him. 20 dari 23, him. put. nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga
pada tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa apa yang telah dipertimbangkan
oleh Pengadilan Agama Karawang ditambah dengan pertimbangan-
pertimbangan di atas, Majelis Hakim- Tingkat Banding berpendapat bahwa
putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw,
tanggal 20 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal
1444 Hijriyah, sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d

Undang-Undang - Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat
diterima;

2. Menguatkan © putusan  Pengadilan ~Agama - Karawang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw/tanggal 20 Oktober 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah;

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding
sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 Desember
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh
kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Enas
Nasai, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
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Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.
tanggal 08 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan
didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rohili, S.H., M.H. sebagai

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota | Hakim Ketua

ttd ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H. DR. H. Abd. Latif, M.H.
Hakim Anggota Il

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd
Rohili, S.H., M.H.

Him. 22 dari 23, him. put. nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Perincian Biaya:

1. Biaya Proses
2. Redaksi
3. Meterai

Jumlah

:‘Rp130.000,00
: Rp 10.000,00
‘Rp 10.000,00 +
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PIh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Banding

Drs. Sidik Widyaksa

Him. 23 dari 23, him. put. nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



